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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 13 TAHUN 2000 SERI: D NOMOR:12

NOMOR 11 TAHUN 2000

£
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fenimbang : a. bahws pengsturan mengensi Pemerintahan
Desa vang sesual perkembangsn keasdsan
selaras dengan keanekaragaman. partisi-
pasi, otecnoml asli, demokrasi dan se-
larass perkembangsn masysrakat maka periu
menetapkan Perasturan Desa:

5

. bahwa untuk melskssnaksn makeud tersebut
di astas perlu di tetasnan dengan Perstur-—
an Daerah tentsng Peraturan Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Neomor 13 Tahun 1950 ten-—
tang Pembentukan Dzerash-daerah Ksbupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1850 tentang Penetspasn mulsl berlskunvs
Undang-undang Nomcr 13 Tehun 1850:






3N}

m

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 ten-
tang FPemerintahan Daerah {(Lembaran
Negara Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Femerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Femerintah dan Kewe-
nangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor D4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 38952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 18989 -
tentang Tekhnik Fenyusunan Feraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan FPeraturan
FPemerintah, dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1888
Nomor 70);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1899 tentang FPencabutan Beberara
FPeraturan Menteri Dalam Negeri, Keputu-
san Menteri TDialam Negeri dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri mengenai FPelaksa-
naan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1878
tentang FPemerintahan Desa;

Keputusan Menteri Ilalam Negeri Nomor 63
Tahun 1888 tentang Fetunjuk FPelaksanaan
dan Penyesuaian FPeristilahan dalam
Penyelenggaraan PFemerintahan Desa dan
Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1998 tentang FPedoman Umum FPengatu-
ran Mengenai Desa;
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Keputusan Dewan FPerwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor : OZ/KPTS-
DPRD/1988 tentang FPeraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen.

Dengan persetujuan

' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MEMUTUGEKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUFATEN KEBUMEN TENTANG

PERATURAN DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
FPasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2

. Bupati adalah Bupati Kebumen.

Camat adalah Camat yang wilayah kerja-
nya meliputi Desa yang bersangkutan.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum -

vang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada
di Daerah.






5. Pemer
rinta
rinta

&. FPemer
Feran

Badan
diseb
yang
rakat
menga
aturar
aspir:
renga
remeri

~1

htahan Desa adalah kegiatan peme-
an yvang dilaksanakan oleh Teme-
Desa dan Badan Ferwakilan Desa.

ntah Desa adalah Kepala Desa dan
kat Desa.

Ferwakilan Desa yang selanjutnya
it BPD» adalah Badan Ferwakilan
erdiri atas pemuka-pemuka masya-
vang ada di Desa yang berfungsi
pmi adat istiadat, membuat per-
Tiesa, menampung dan menyalurkan
51 masyarakat serta, melakukan
san terhadap penyelenggaraan
tahan Desa.

BAE 1II

MATERI PERATURAN DEGSA

Fasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi
hal-hal yvang berkaitan dengan :

a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur pe-

nyelenggaraan

premerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan Desa;

b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan

masyarakat Desa

-
b4

c. segala sesuatu yang membebani keuangan Desa;

Q.

segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban -

dan membatasi serta membebani hak-hak masyara-

kat.






Materi Peratursn Desa tidak boleh :

8.

b.

0
'

(1)

(2)

(3

(4)

bertentangan dengan kepentingan umum;

bertentangsn dengan peraturan perundang-undangan
vang lebih tinggi tingkatannya;

mengatur urusan yang menjadil wewenang Daerash -
atau bukan merupskan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB III
TATACARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERATUEAN DESA
Pasal 4

Eencangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala -
Desa dan/atau BPD.

Untuk menampung aspirasi dan kepentingan ma-
syarakat Desa, maka sebelum Rancangan FPeraturan
Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa
dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa.

Dalam menyusun Rancangan FPeraturan Desa. Kepala
Desa dibantu oleh Ferangkat Dlesa dengan memper-
hatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat
Desa.

Rancangan FPeraturan Desa disampaikan kepada BFD
untuk divrahas dalam rapat BFD sesuail jadwal
vang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7
{tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilak-
sanakan.






Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangu-
nan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu cleh
Perangkat dan Lembaga Kemasysrakatan yang merupskan
mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelsk-
sanaan Pembangunan Desa.

Pasal ©

(1) Dalam rangka menetarkan FPeraturan Desa BFD me-
ngadakan rapat yang dihadiri oleh :

a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari -
Jumlah anggota BFD:

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kema-
syarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah
dan kehadirannya tidak mengikat.

(2) Dalam hal jumlah anggota BFD' yang hadir kurang
dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a Pasal ini, rapat BPFD) dinyatakan tidak
sah.

(3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah seba-
gaimana dimaksud ayat (2) Fasal ini, maka
Pimpinan BPFD menentukan waktu untuk mengadakan
rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 7

o~
[
S’

Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara mu-
syawarah untuk mufakat.
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Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dapat memba-

asil, maka penetapran Feraturan Desa dilaku-
kan dengan cara pemungutan suara.

Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetu-
jui oleh sekurang-kurangnya 50% {(lima puluh
rersen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang
hadir.

FPasal 8

Feraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
setelah mendapat persetujuan BFD dan tembu-
sannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini., tidak memerlukan pengesahan
Bupati.

Pasal 9

Bentuk PFPeraturan Desa sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I vang merupakan bagian yang tak terpi-
sahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BERITA ACARA
Fa=sal 10

{1y Setiap rapat pembahasan Feraturan Desa dibuat -

Berita Acara Rapat yang memuat :
a. materi Peraturan yang dibahas;

. Jumlah dan unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh -
masyarakat Dlesa yang hadir:






(3)

(4)

(L)

c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat:
d. kesimpulan hasil rapat.

Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, sebagsimsna tercantuvm dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 11

Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa -
dibantu cleh Perangkat Dess.

Dalam hal pelsksanaan Peraturan Desa mengensai -
Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam melaksanakan Peraturan Desa. Kepala Desa
dapat menetapksn Keputusan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa sebagaimsna dimasksud ayst
(3) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan
rerundang-undangan vang lebih tinggi.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
PERATURAN DESA
Pasal 12

BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa ten-
tang pelaksanasan Peraturan Desa.






{(2)

{(3)

(4)

(8)

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terda-
rat penyimpangan, maka BFD memberikan saran
pendapat kepada Kepala Dlesa untuk perbaikan
relaksanaannya.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERATURAN DESA
Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa di-
lakukan oleh BFD.

Bupati dapat membatalkan FPeraturan Desa dan Ke-
putusan Kepala Desa yang bertentangan dengan
kepentingan umum atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Keputusan pembatalan Feraturan Desa dan Keputu-
san Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini, diberitahukan kepada Femerintah Desa
dan/atau BFD yang bYbersangkutan selambat-lam-
batnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan,
dengan menyebut alasan-alasannya.

Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Ke-
rutusan Pembatalan FPeraturan Desa dan Keputusan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal
ini, dapat mengajukan keberatan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada -
ayat (4) Pasal ini, selambat-lambatnya 14
{empatbelas) hari setelah diterimanya Keputusan
Pembatalan dari Pemerintah Diaerah.

Tata cara pengaJjuan keberatan sebagaimana di-
maksud ayat (5) Pasal ini, akan diatur kemudian
dengan Keputusan Bupati.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

{1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang -
ada pada saat berlakunya Feraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ber-
tentangan dengan FPeraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang -
ada dan bertentangan dengan Feraturan Daerah
ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah
ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Feraturan Daerah

ini akan diatur lebih landut oleh Bupati sepanjang
mengenai pelaksanaannya.

FPa=zal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,
t.t.d

RUSTRININGEIH



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nemor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 12 pada
tanggal 2 September Z000.

e

1&@ NA UTAMA MUDA

NIP. 500 032 375







LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN DESA.

Contoh :
PERATURAN DESA ....ccvveveeceen- (1)
‘ KECAMATAN .. .. it i iem e e (2)
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ...... TAHUN ...... (3)
TENTANG
..................... (4>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... ... ... onn (13
Menimbang T Bie aeie s me i mmie s s A A S e e SRE R SR RS : (B)
| S
. MERGITEEE = Lo vecncccnnsrmsaciniamescnssoins s nies 2 (6)
7 i w s S eis e s SR s e s e i e e :
S -
8 L s miee o mine B AR S &R R 3






Menetapkan : PERATURAN DESA

Dengan persetudusn

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

................... (1)
KECAMATAN ................. (2
KABUPATEN KEBUMEN
SENERIIE o fe D s e s 3 ws s s 5 %5 (4)

BAB I

-----------------------------------------

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggsl
ditetapkan.

Ditetapkan di ............ (1)
pada tanggal ............. (8)
KEPALA DESA............ (1)

()







KETERANGAN

1. Nama Desa.

2. Nama Kecamatan.

3. Nomor dan Tahun Peraturan Desa.

4. Nama Peraturan Desa.

5. Alasan/pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.

6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa.

7. Memuat materi peraturan, perumusannys harus je-—
las dan tidak bhertentangan dengan ketentuan per-—
aturan perundang-undangan.

8. Tanggal penetapan Peraturan Desa.

9. Tanda tangan Kepala DP=

0.Nama terang Kepasla Des






LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN DEGA.

Contoh :

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERWAKILAN DEGA ............

Pada hari ini ....... tanggal ........
tahun  ..... bertempat di Kantor/Balai
Desa ......... Kecamatan.......... Kabupaten Kebu-
men telah diadakan Rapat Badan Ferwakilan
Desa ....... dalam rangka membahas masalah :

B I SR
B ciscancnnmesone

4. dan seterusnya.

Rapat Badan FPerwakilan Desa ........ dihadiri
oleh Camat ........, Kepala Desa ......... dan
rara anggota Badan Perwakilan Ilesa ....... sebagai-

mana daftar terlampir.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut
telah dipercleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut

e ocn v o . s
4. dan seterusnya.






Dengan kesimpulan hasil Rapat menyetujui hal-
hal sebagai berikut :

4. dan seterusnya.

Demikian PBerita Acara Rapat Badan FPerwakilan
Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.........................

...................







PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1889 tentang Pemerintahan Daerah
telah diundangkan, yang merupakan pengganti dari
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang FPokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Deza.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 67 dan Pasal 111 ditegaskan
bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelu-
rahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan
Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-
L L]

undang HNomeor ZZ Tahun 1988 tersebut. Menteri Dalam
Negeri telah mengeluarkan

1. Peraturan Menteri Dialam Negeri Nomor 4 Tahun 19989 -
tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam
Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruk-
si Menteri Dalam Negeri mengenail Felaksanaan Un-
dang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 189895
tentang Petunjuk Pelasksanasan dan Penyesualan Peris-
tilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintashan Desa dan
Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1889
tentang FPedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Daerah harus
menetapkan FPeraturan Daerah tentang Feraturan Desa.

1T .

PENJELASAN PASAL DEMI PAGAL.

sal 1 s/d4 -
sal 5 : Cukup Jjelas.

Pasal 6 ayat (1)
huruf a : Dalam rapat untuk menetapkan
Peraturan Desa dengan keha-
diran sekurang-kurangnya 2,3
dari Jjumlah anggota BFD
adalah suatu keharusan untuk
menentukan sahnya Feraturan

Desa.
Pasal 6 ayat (1)
huruf b dan
huruf c : Cukup Jjelas.
ayat (Z) dan -
ayat (3) : Cukup Jjelas.
Pasal 7 s/d -
Pasal 10 - Cukup Jelas.

FPasal 11 ayat (1) dan -
ayat (2) : Cukup jelas.






ayat (3) : Keputusan Kepala Desa merupa-
kan pelaksanaan dari Peratu-
ran Desa dan kebijaksanaan
Kepala Desa yang menyangkut
Femerintahan dan Pembangunan

Desa.
ayat (4) : Cukup Jjelas.
Pasal 12 : Cukup Jjelas.
Pasal 13 ayat (1) : Pengawasan yang dilakukan -

oleh PBPFD meliputi pengawasan
terhadap pelaksanaan Peratu-
ran Desa, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa serta Kepu-
tusan Kepala Desa.

ayat (2) s/d -
ayat (86) : Cukup Jelas.

Pasal 14 s/d -
Fasal 16 : Cukup Jelas.

-— o0Boo -
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